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ABSTRAK
Perkembangan sistem ekonomi syari’ah di Indonesia saat ini semakin
pesat. Sejalan dengan berkembangnya di bidang perbankan juga diharapkan mampu
mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh Pemerintah untuk memudahkan
masyarakat bertransaksi. Di sisi lain, ekonomi syari’ah dalam aplikasinya tidak
selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik
antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat
pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isu suatu
perjanjian (akad). Tidak hanya perbankan syariah tetapi masih banyak lagi lembaga
berbasis syari’ah seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah,
Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga
Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian
Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan struktur
organisasi yang dimana Peneliti akan menggunakan metode pendekatan kepada
pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan
keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Jenis data yang digunakan
adalah primer dan sekunder.
Kesiapan peradilan agama meliputi Pendidikan dan Pelatihan tiap tahun
guna mendapatkan sertifikasi dalam rangka penunjukan majelis khusus bidang
ekonomi syariah, Sosialisasi kepada para pencari keadilan mengenai kewenangan
baru peradilan agama di bidang ekonomi syariah dan kodifikasi Hukum Acara
Ekonomi Syariah yang telah mencapai tahap finalisasi dalam penyusunannya.
Adapun prosedur penyelesaian perkara ekonomi syari’ah apabila Dalam pemeriksaan
perkara ekonomi syariah, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi.
dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak
berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah
sesuatu yang imperatif. apabila salah satu atau para pihak tidak mematuhi perintah
mediasi, maka melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum
acara yang berlaku (litigasi).
Implikasi penelitian ini terhadap penulis yaitu mengetahui apa saja yang
menjadi kesiapan lembaga peradilan agama sungguminasa khususnya Pengadilan
xi
Agama Sungguminasa Gowa dan mengetahui cara penyelesaian perkara ekonomi
syariah.
Kata Kunci : Kesiapan, Peradilan Agama, Kewenangan, Perkara Ekonomi Syariah.
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KATA PENGANTAR
 ِﻢﯿِﺣ ﱠﺮﻟا  ِﻦﻤْﺣ ﱠﺮﻟا  ِﷲ  ِﻢِْﺴﺑ
. َِمﻼْﺳِْﻹاَو  ِنﺎَﻤْﯾِْﻹا  ِﺔَﻤْﻌِِﻨﺑ ﺎَﻨََﻤﻌَْﻧأ  ْيِﺬﱠﻟا  ِ  ُﺪْﻤَﺤْﻟا
. َﻦْﯿِﻌَﻤَْﺟأ  ِِﮫﺒْﺤَﺻَو  ِﮫَِﻟا ﻰَﻠَﻋَو  ٍﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﺎَﻧِِّﺪﯿَﺳ  ِمَﺎَﻧْﻷا  ِﺮْﯿَﺧ ﻰَﻠَﻋ  ُّﻢِﻠَُﺴﻧَو  ّْﻲِﻠَُﺼﻧَو
Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap
hambanya yang sedang mengarungi lautan ilmunya, tugas akhir keserjanaan ini
Alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari
kesempurnaan, karna dengan ini penyusun banyak belajar, berfikir, dan berimajinasi
dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun
semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan sehingga dapat memotivasi
penyusun kedepannya untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang
lebih bermakna.
Penulisan skripsi ini yang berjudul: “ Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan
Agama Dalam Menyambut Kewenangan Baru Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syari'ah (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa),” ini dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam, pada Jurusan
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar.
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Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengisi perannya masing-masing, turut
memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun materil.
Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:
1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,
para pembantu Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah
memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan pembimbing I, dan para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
yang selalu memberi kritikan, arahan, petunjuk dan nasehat kepada penulis.
3. Rahmawati Muin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, dan Drs. Thamrin
Logawali, MH., serta staf jurusan yang selalu memberi petunjuk, nasehat, dan
motivasi walaupun penulis selalu mengeluh selama perkuliahan tetapi berkat kesabaran
ibu dan bapak, Alhamdulillah sehingga kami bisa sampai pada tingkat akhir.
4. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., yang penulis hormati selaku pembimbing II, yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran sehingga penulis
merasa terdidik akan bimbingannya.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan
segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga
memperluas wawasan keilmuan penulis.
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6. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin
Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi
selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Sultan, S.Ag, SH, MH, dan Hj. Rusiah, SH, MH (Hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa), dan H. Kafrawi BA (Panitera Muda Hukum Pengadilan
Agama Sungguminasa Gowa), yang selaku informan serta memberikan izin meneliti
dan membantu kepada penulis untuk membuat skripsi ini sehingga skripsi ini dapat
selesai.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Alwi Thaha, SH, MH dan Ibunda Mastina,
S.Pd., penulis haturkan penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih yang tulus,
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing,
dan mendidik, disertai doa yang tulus kepada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2010 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yang telah membantu dan saling berbagi
kesenangan baik yang telah duluan menyandang gelar maupun yang berjuang bersama-
sama.
Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan
kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
Makassar, 26 Agustus 2014
Penulis,
Fauzy Akbar
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LAMPIRAN
A. Sumber Hukum Materiil
1. Peraturan Perundang-Undangan
Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus
mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan
perkara ekonomi syari’ah.
Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh
Hakim Peradilan Agama yang berhubungan dengan Bank Indonesia antara lain :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Peraturan BI No. 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah.
- Peraturan BI No. 3/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif bagi Bank Syari’ah.
- Surat Edaran BI No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian
Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syari’ah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
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- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang
Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir./1988
tanggal 27 Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir./1988 dan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988
tentang Sertifkat Deposito.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 Jo.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir. tertanggal
4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir. tertanggal
23 Juli 1998 tentang sertifikat Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus
1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga
Komersial (Commercial Paper).
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991
tentang Pemberian Garansi Bank.
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain yang mempunyai
persentuhan dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan
Agama, antara lain :
- -Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.
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- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perusahaan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas
Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Antimonopoli dan
Persaingan Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Zakat.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Wakaf Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
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- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Terbatas
(Perseroan).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, tentang Perusahaan Umum
(Perum).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan
Kegiatan dibidang Pasar Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha.
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang
Pembiayaan Sekunder Perumahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan.
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 Nomor 2/SKB/BPN/2004.
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- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 422 Tahun 2004, Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi
Tanah Wakaf.
2. Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
Dewan syari’ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada
tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa
tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Sampai saat telah mengeluarkan 61 fatwa
tentang kegiatan ekonomi syari’ah. Sebagai berikut :
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Tabungan.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Deposito.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual
Beli Saham.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual
Beli Istishna’.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
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- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Wakalah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Kafalah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Hawalah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Uang
Muka dalam Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem
Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 15/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Diskon dalam Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sanksi
atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 18/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pencadangan Pengahapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah.
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- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2006 Tentang al
Qardh.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 22/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual
Beli Istishna’ Pararel.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 23/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Potongan Pelunasan dalam Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 24/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Safe
Defosit Box.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 26/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
RAHN Emas.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 27/DSN-MUI/IV/2006 Tentang al
Ijarah al Muntahiyah Bi al Tamlik.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 28/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Jual
Beli Mata Uang (al Sharf).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 29/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 30/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah.
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- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pengalihan Hutang.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Obligasi Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 33/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Obiligasi Syari’ah Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 34/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Letter
of Credit (L/C) Impor Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 35/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Letter
of Credit (L/C) Ekspor Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 36/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 37/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pasar
Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 38/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifkat IMA).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 39/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Asuransi Haji.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 40/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di Bidang Pasar
Modal.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 41/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Obligasi Syari’ah Ijarah.
76
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 42/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Syari’ah Charge  Card.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Ganti
Rugi (Ta’widh).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 45/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Line
Facility (at-Tashilat).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 46/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Potongan Tagihan Murabahah (al Khas, Fi al Murabahah).
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 49/DSN-MUI/IV/2006 Tentang
Konversi Akad Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 50/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad
Mudharabah Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 51/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad
Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 52/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Akad
Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
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- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab
Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Card.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter
of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Hawalah Bil Ujrah.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Obligasi Syari’ah Mudharabah Konvensi.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 60/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Penyelesaian Piutang dalam Ekspor.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 61/DSN-MUI/V/2007 Tentang
Penyelesaian Piutang dalam Impor.
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B. Dokumentasi
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan sistem ekonomi syari’ah di Indonesia saat ini semakin
pesat. Kondisi ini terjadi melalui pembangunan berkelanjutan, Indonesia diharapkan
mampu dan bisa bersaing di dunia, baik dari sektor perdagangan maupun
perindustrian. Bermodalkan pengalaman pahit Reformasi 1998 Indonesia diharapkan
mampu menjadi Negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejolak
perekonomian yang muncul di Indonesia.
Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan
juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh
Pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Berbagai banyak perbankan
yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih kompleks. Tidak
hanya perbankan milik Negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, dan perbankan
berbasis Syari’ah.
Prinsip-prinsip syari’ah yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan
ekonomi tradisonal, kini sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti
perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Prinsip jual-beli,
sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan ternyata cocok untuk diaplikasikan
kedalam kegiatan-kegiatan ekonomi modern tersebut. Adanya hal tersebut yang
2didukung oleh perkembangan di bidang hukum, yaitu pada tataran peraturan
perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 19 Tahun 2008
tentang surat berharga syari’ah negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syari’ah semakin memperkokoh kegiatan ekonomi syari’ah modern dewasa ini.
Di sisi lain ekonomi syari’ah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan
dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang
saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad)
maupun konflik dalam hal penafsiran isu suatu perjanjian (akad). Untuk itu
diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (the
last resort) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syari’ah.
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah adalah salah satu lembaga keuangan
perbankan syari’ah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari’ah
ataupun muamalah syari’ah. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah didirikan sebagai
langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam
berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan
secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam
penetapan tingkat suku bunga (rate of interest). Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat
Syari’ah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem
perbankan syari’ah, namun prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks
3perbankan melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi. Undang-Undang ini
menegaskan kewenangan baru dalam pasal 49 yakni ekonomi syariah yang mana
mencakup : Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah,
Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah atau Surat Berharga
Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian
Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah :
1. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas
pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan
prinsip-prinsip syariah.
2. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil
dengan berlandaskan syariah terdiri dari dua istilah yakni baitul maal
dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan
dan penyaluran dana non-profit (ZIS). Baitut tamwil mengarah pada
pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Prinsip dan
mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala
produk dan jumlah pembiayaannya terbatas.
3. Asuransi menurut Undang-Undang RI No.2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan
adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan,atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang
tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
4. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun
dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam
portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, atau deposito) oleh
manajer investasi yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu
pada syariat Islam.
5. Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan
prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi
syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada
pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali
dana obligasi pada saat jatuh tempo.
46. Dana pensiun syariah adalah badan usaha yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasar
prinsip syariah.1
Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk
memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkauannya, baik
dalam fungsinya sebagai social control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai
social engineering. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan
historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya
memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.2
Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan guna membawa
kemaslahatan umat khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin
berkembang pesat, maka peraturan mengenai peradilan agama yang tidak lain adalah
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirasa kurang sesuai
lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
telah mengesahkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sama halnya Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Salah satu materi penting dalam amandemen tersebut
adalah mengenai perluasan dari Peradilan Agama tidak lain adalah kewenangan untuk
menangani perkara ekonomi syari’ah.
1 Ahmad Zaenal Fanani, Ontologi Hukum Ekonomi Syari’ah.
http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2730&Itemid=54.html.
2 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Insani,
2001). h. 12.
5Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diperkuat dengan bunyi pasal 55 ayat
(1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menyatakan
bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara lingkup
ekonomi syari’ah.
Berdasarkan data terakhir laporan tahunan Badan Peradilan Agama tahun
2012/2013, perkara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama sebanyak 31
buah perkara dan 24 buah perkara sudah diputus,  dengan perincian sebagai berikut :
1. Putusan tidak berwenang mengadili sebanyak 37.5% (9 perkara)
2. Putusan tidak dapat diterima sebanyak 25 % (6 perkara)
3. Putusan memerintahkan mentaati akta perdamaian 8,2 % (2 perkara)
4. Putusan mengabulkan Penggugat 29,2 % (7 perkara)3
Untuk melaksanakan kesiapan Peradilan Agama dalam Penyelesaian
Sengketa ekonomi Syariah sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan
Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang ekonomi syariah sangat diperlukan aspek hukum materiil sebagai acuan para
hakim dalam menerima dan memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah, hal ini
sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, di samping itu juga walaupun sebagian
hakim di pengadilan agama sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai
3 Muh. Arasy Latif, Kompetesi Absolut Pengadlan Agama Pada Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 337 Desember 2013), h. 77.
6namun diperlukan pelatihan-pelatihan rutin dalam peningkatan pengetahuan para
hakim tentang ekonomi syariah, juga diperlukan sarana prasana pendukung yang lain
seperti gedung yang resfentative.
B. Rumusan Masalah
1. Apa saja langkah kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam
menyambut kewenangan baru tentang penyelesaian perkara ekonomi syari’ah ?
2. Bagaimanakah prosedur formal penyelesaian perkara ekonomi syariah di
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa ?
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian
Untuk terarah dan mencegah timbulnya pemahaman dan penafsiran yang
keliru maka dalam pembahasan ini  akan dijelaskan pengertian secara umum tentang
istilah yang merupakan variabel dalam Judul ini, yaitu :
Kesiapan (persiapan) adalah 1. Perlengkapan, persediaan untuk sesaat. 2.
Tindakan, rancangan untuk sesuatu.4
Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum
agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan
Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam
bentuknya yang sederhana berupa tahkim,  yaitu lembaga penyelesaian sengketa
4 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani,
2009). h. 439.
7antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada
dalam masyarakat indonesia yakni sejak agama islam datang ke Indonesia.5
Kewenangan adalah kekuasaan yang sah/legitim.6
Perkara Ekonomi Syariah dimaksud adalah perkara dalam bidang  hukum
ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri diartikan hukum ekonomi Indonesia yang
bersumber dari syariah. Dan hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-
kaidah dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan
kehidupan ekonomi.7
Jadi penulis menyimpulkan judul diatas adalah suatu persediaan yang
dipersiapkan oleh badan peradilan yaitu peradilan agama dalam menghadapi
kewenangan baru yakni perkara ekonomi syariah.
Adapun ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten
Gowa yang terletak di instansi pemerintahan yaitu : Pengadilan Agama kelas 2B
Sungguminasa. Alasan pertimbangan memilih Kabupaten Gowa sebagai lokasi
penelitian karena ingin mengetahui sejauh mana kesiapan lembaga peradilan agama
mengenai adanya kewenangan baru tentang penyelesaian perkara ekonomi syari’ah
5 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003). h. 29.
6 Damang, Hukum Tata Negara, Dapat di akses pada website
(http://www.negarahukum.com/hukum/wewenang.html).
7 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 23.
8dalam instansi tersebut, sehingga bisa mengetahui bagaimana kesiapan Lembaga
Pengadilan Agama Sungguminasa sebelum adanya perkara ekonomi syari’ah.
D. Kajian Pustaka
Abdul Manan, dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif
Kewenangan Peradilan Agama. Yang menjelaskan tentang pengertian ekonomi
syariah dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga
syariah(saham, obligasi, dan reksadana syariah), penyelesaian sengketa ekonomi
syariah dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, dimana adanya
perluasan kewenangan lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi
syariah.
Mukti Arto, dalam bukunya Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan
Agama. Mengenai tugas dan kewenangan peradilan agama sebagai sub sistem
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan lingkungan tersendiri di samping
lingkungan peradilan yang lain.
Peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang utuh, dengan ditandainya
dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut mengandung konsekuensi yang
luas yaitu semua aparatur Pengadilan Agama, yaitu para hakim, pejabat kepaniteraan,
panitera pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia
dituntut memiliki persiapan dan profesionalisme yang tinggi, oleh karenanya
9memerlukan ilmu yang cukup luas dan memiliki pustaka kerja ilmu hukum yang
bermacam-macam.
Rachmadi Usman, dalam bukunya Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar
Pengadilan. Menyatakan bahwa masyarakat indonesia sudah sejak dulu mengenal
berbagai model penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti, Alternative Dispute
Resolution (ADR) dan Arbitrase. Sehingga penyelesaian tidak lagi hanya dilakukan
melalui pengadilan saja, tetapi dapat juga diselesaikan melalui arbitrase dan
Alternative Dispute Resolution (ADR) sepanjang para pihak sukarela memilih
penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yakni melalui prosedur yang telah
disepakati bersama para pihak, baik itu dengan cara konsultasi (consultation),
negosiasi (negotiation), mediasi (mediation), dan konsiliasi (consiliation).
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian :
a. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan lembaga Pengadilan
Agama Sungguminasa Gowa dalam menyambut kewenangan baru tentang
penyelesaian perkara ekonomi syari’ah.
b. Untuk mengetahui prosedur formal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
2. Kegunaan penelitian :
Untuk mendapatkan data yang akurat tentang pembahasan skripsi ini
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapabilitas hakim pengadilan agama
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yang menangani perkara ekonomi syariah dan khusus bagi penulis,untuk menambah
pengetahuan di dunia hukum khususnya hukum ekonomi syariah.
F. Komposisi Bab
Sebagai gambaran awal tentang isi skripsi maka penulis dapat memberikan
penjelasan sekilas tentang gambaran atau garis besar isi skripsi sebagai berikut:
Bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan secara
rinci pokok pikiran yang melatarbelakangi timbulnya suatu masalah, rumusan
masalah, pengertian judul, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis besar dari
isi skripsi ini.
Bab dua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai
Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syari’ah (studi pada Pengadilan Agama Sungguminasa).
Bab tiga, akan dikemukakan secara lebih rinci tentang metodologi
penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab empat, mengemukakan hasil penelitian dan pambahasan yang
meliputi, Bagaimana Kesiapan Lembaga Peradilan Agama Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari’ah di Sungguminasa dan apa saja yang menjadi kesiapan
hakim pengadilan agama dalam menangani sengketa tersebut.
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Bab lima, merupakan penutup yang merumuskan isi pokok dan kandungan
dalam sebuah kesimpulan skripsi. Implikasi dari penelitian dan saran-saran yang
dijabarkan di dalamnya.
12
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Ekonomi Syari’ah
1. Pengertian Ekonomi Syari’ah
Menurut bahasa, ekonomi syari’ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan
Syari’ah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas
manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap
barang dan jasa.
Menurut Pendapat M. Abdul Manan, mengatakan Ilmu ekonomi islam
adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah
ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.1
Beberapa sistem yang pernah dianut diberbagai negara, banyak
memberikan luka bagi negara disantero dunia khususnya Indonesia sendiri. Indonesia
sedang dalam keadaan krisis yang parah dimana sebuah negara yang mencapai
dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas dan pengurangan kemiskinan, namun
fakta sekarang malah sebaliknya yaitu mendekati kehancuran ekonomi.
Pengalaman sistem yang dianut oleh negara Indonesia memiliki dua
kebijakan ekonomi; pertama, masa orde lama (rezim Soekarno) dimana ekonomi
tertutup yang berorietasi Sosialis, dan kedua, masa orde baru (rezim Soeharto) dengan
pendekatan ekonomi terbuka yang berorientasi sama dengan kapitalis. Keduanya
1 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta : Prenada Media, 2012). h. 18.
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tidak bisa dijalankan secara baik sehingga tidak dapat memberikan solusi (solution)
perbaikan sistem yang membawa kemaslahatan untuk umat.
Sayyid Quthb didalam kitabnya "al-'adalah al-Ijtima'iyyah fil-Islam"
(keadilan sosial dalam Islam) menyebutkan bahwa kita melihat kenyataan
adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita
menatap dan tahu adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu
merealisasikan keadilan. Melihat adanya gejala sekulerisme yang
mengucilkan agama dari kehidupan dunia, padahal yang maksudnya Islam
adalah jalan atau petunjuk yang lengkap alam kehidupan, pedoman prinsip
dasar guna melaksanakan segala aspek dalam kehidupan manusia di dunia.
Maka pantas sebagai salah satu sistem ekonomi yang utuh muncul
kepermukaan walaupun sistem ini telah dilupakan oleh banyak orang,
sehingga pada saat permasalahan global menghantui kita, pemikir-pemikir
kontemporer dalam bidang ekonomi mencari solusi guna kemaslahatan
umat didunia. Salah satu sistem yang utuh tersebut yakni Ekonomi Islam.2
Berbicara tentang “Syari’ah” berarti hukum atau undang-undang yang
ditentukan Allah SWT untuk hambanya sebagaimana terkandung dalam kitab suci
Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasullulah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan
kegiatannya, Syari’ah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah
adalah hubungan manusia dengan manusia didunia, Sedangkan ibadah adalah
hubungan manusia dengan tuhannya.3
2. Prinsip Ekonomi Syariah
Pemaknaan ekonomi Syariah atau ekonomi Islam pada dasarnya memuat
nilai-nilai yang sama yakni sesuai aturan/pedoman yang mengakar dalam qur’an dan
hadits.
2 Syed Nawab, Etika dan Sintesis Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Islam, 2011), h. 66.
3 Ikhsan Al Hakim, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
Purbalingga, (Skripsi:2013). h. 20.
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Prinsip ekonomi perspektif syariah merupakan landasan pokok yang
menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang menyakininya dalam
berperilaku bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan al-qur’an dan al-hadits sebagai
kerangka bangun ekonomi Islam yang memiliki nilai etik (ethics value) dan nilai
norma (normvalue). Prinsip ini diuraikan mewakili berbagai pendapat sehingga
memudahkan dalam aspek positif dan normatif terhadap ekonomi Islam. Ketika insan
ingin menuju fallah sehingga tujuan hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat
seyogyanya mengandung nilai yang berbeda dengan konvensional. Hal inilah yang
akan membawanya memiliki kaidah dasar fikih muamalah yang baik.4
Beberapa prinsip yang diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari akan
menimbulkan dampak yang berbeda (positif), sehingga penafsiran ekonomi Islam
bukan hanya bersifat ilmu normatif (normatif sciences) tapi juga bahwa ekonomi
Islam bersifat ilmu aplikasi (aplication sciences) mewujudkan tatanan kehidupan
yang lebih baik kedepan.
a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan
Ini menjadi landasan utama, seyogyanya dijadikan pegangan bagi
manusia/insani, karena ini berkaitan dengan keimanan kepada TuhanNya. Berpijak
dari hal tersebut bahwa segala aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari
syariah Allah SWT dan bertujuan akhir kembali kepada-Nya.
Aspek prinsip tauhid dan persaudaraan memiliki penjabaran yang luas,
maka perlu diuraikan satu persatu diantaranya;
4 Abul Hasan, Pemikiran Ekonomi Dalam Islam, (Jakarta: SDN.BHD, 2003). h. 31.
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1) Solidaritas (solidarity)
Solidaritas memiliki pengertian persaudaraan dan tolong-menolong. Nilai
solidaritas merupakan dasar untuk menjalin hubungan antara manusia dengan
manusia yang lainnya, termasuk ekonomi (muamalah). Dengan nilai ini, hak-hak
setiap kita manusia yang hidup bersamaan lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini
bersebrangan dengan sikap yang dinamakan ekslusifisme dan mengatasnamakan
suku, ras dan kelompok atau golongan. Persaudaraan tidak bermakna tanpa ada nilai
tolong menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya
dengan yang miskin dan sebagainya.
2) Kerjasama (ta’awun)
Manusia disebut zoonpoliticon artinya bahwa manusia mahkluk social yang
membutuhkan bantuan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang
lain. Manusia bersifat heterogen yang bermacam-macam ragam dan tetapi memiliki
beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mendapatkan
kebahagiaan, mencapai kesejahteraan dll. Manusia tidak dapat tercapai tujuannya
ketika orang tidak saling menghormati, menghargai, tolong menolong dan
sebagainya. Nilai-nilai tadi tersirat bahwa bagaimana adanya sinergi tercapainya
tujuan hidup secara harmonis satu dengan yang lainnya.
b. Prinsip Bekerja dan Produktivitas
Pandangan ekonomi Islam mengharuskan kita untuk bekerja keras, karena
pada hakekatnya bekerja ialah sebagian dari ibadah. Karenanya manusia dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap
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sesamanya. Beberapa pernyataan Allah didalam kitab-Nya, bahwa bekerja yaitu
kewajiban seorang muslim untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan
sejahtera baik didunia dan tujuan akhirnya untuk kehidupan akhirat.
c. Prinsip Kepemilikan
Islam mengakui hak individu dalam kepemilikan harta, tapi harta yang
didapat haruslah dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Kepemilikan harta
seseorang berdasarkan kemaslahatan sehingga saling menghormati, menghargai juga
tidak ada kecemburuan antar status sosial yang lain. Hal ini semua merupakan
amanah Allah yang hanya berupa titipan didunia.
Adapun konsep kepemilikan harta menurut pandangan Islam yaitu :
1) Kecukupan (sufficiency)
Para fuqaha memaknai berkecukupan dan bertahan hidup yakni manusia itu
terpenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, papan, ilmu, akses sumber
daya lainnya untuk menempuh belajar, membangun keluarga yang bahagia, bekerja
dimanapun sesuai kemampuan kita masing-masing juga berkesempatan mengelola
sumber daya alam atau manusia juga anak cucu kita kedepan.
2) Keseimbangan (equilibrium)
Ekonomi Islam menjabarkan mengenai keseimbangan hidup artinya adanya
pemerataan kebutuhan hidup, aspek penyeimbangan antara kebutuhan jasmani,
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rohani, spiritual, mental dan sosial tujuan akhirnya menuju kebahagian dunia dan
akhirat.5
d. Prinsip Distribusi Berkeadilan
Distribusi berkeadilan merupakan azas keseimbangan tatanan ekonomi
Islam. Prinsip ini dalam mengatur berkeadilan sosial baik berupa distribusi hak milik
seseorang maupun orang lain, maka kekayaan seseorang itu berarti ada hak orang lain
dari harta kita sehingga jalan dalam mensejahterakan orang lain dengan cara berzakat,
shadaqah, fisabilllah dan lainnya. Dalam firman Allah dalam surat An- Nahl ayat 90,
disebutkan;










Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.6
5 Djaslim Saladin, Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam, (Bandung:
Penerbit Linda Karya, 2001). h. 8.
6 Terjemahan Departemen Agama RI (Jakarta: Mumtaaz Media Islam, 2007). h. 1548.
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Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kebebasan berkehendak
hendaknya mempunyai kemanfaatan (kemaslahatan) untuk kehidupan dan
kesejahteraan manusia di dunia. Apapun dapat kita lakukan dalam mengelola sumber
daya namun dengan baik, tidak boleh membuat kerusakan sehingga merugikan bagi
generasi kedepan.7
3. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia
Berawal dari tahun 1998 itulah perekonomian Islam di Indonesia mencapai
kemajuan yang pesat dan signifikan. Perbankan sebagai lembaga keuangan
terpenting, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian,
upaya pengembangan perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan
untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Perbankan
syariah harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem
perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis
yang terjadi telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah
relatif dapat bertahan menghadapi gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang
tinggi. Kenyataan tersebut di topang oleh karakteristik operasi bank syariah yang
melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif
(maysir).
Perkembangan perbankan syariah, dari tahun ke tahun menunjukan
kemajuan yang luar biasa.
7 Hulwati, Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di
Pasar Modal Indonesia dan Malaysia), (Jakarta: Ciputat Press, 2009). h. 12.
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Aset lembaga keuangan syariah di seluruh dunia diperkirakan mencapai
230 miliar dollar AS. Pertumbuhan perbankan syariah mencapai 15 persen
pertahun. Kehadirannya bukan hanya diterima di negara-negara Islam atau
berpenduduk masyarakat muslim, tapi juga sudah diterima di Negara-
negara non muslim juga. Di Indonesia sendiri pertumbuhannya mencapai
hampir 50 persen per tahun. Bank Indonesia sendiri memprediksikan
bahwa tahun 2011 aset perbankan syariah akan mencapai kurang lebih Rp
171 triliun yang mana pendekatan pertumbuhannya hampir mencapai 27
persen. Statistik ini merupakan analisa dari laporan Gubernur Bank
Indonesia ditahun 2005 yang menyatakan bahwa pertumbuhan bank
syariah telah mencapai 50 persen. Ini merupakan hasil aset yang berjumlah
Rp 15 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan total bank syariah di
Indonesia terhitung mencapai 93,54 persen pertahunnya. Tahun 2005
mencapai Rp 16.55 triliun.8
Untuk mendorong terciptanya perbankan nasional secara optimal
diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan Indonesia termasuk perbankan
yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah. Dalam perkembangannya
perbankan syari’ah dan perkembangan lembaga keuangan syari’ah lainnya
memerlukan pengaturan kegiatan operasional yang komprehensif, jelas dan
mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak
dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain.
Mengingat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas
perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam. Dengan
didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola
hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk
8 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perbankan Syariah Berkembang Pesat,
dapat diakses di website (http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bi-perbankan-syariah-berkembang-pesat).
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menegakkan sistem syariah. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para
pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini
kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh
salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut
hukum syar’i dan menimbulkan akibat pada obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak di
LKS, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam
implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan
cermat untuk menemukan solusi bagi pihak LKS maupun nasabah9. Yang jika dilihat
dari Al Qur’an landasan hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan
masalah ekonomi dan keuangan yang dalam hal ini sengketa yaitu dalam surah Al
Baqarah ayat 188 bahwa :









Terjemahnya :
9 Rahmani Timorita Yulianti, Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan
Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah). Dapat diakses diwebsite (http//fis.uii.ac.id/images/al-mawarid-
edisi-xvii-2007-05-yulianti.pdf). h. 47-49.
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa/menyuap (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan
berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.10
B. Tinjauan Umum Peradilan Agama
Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum
Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat,
baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-
kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam
wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam yang berdiri di Aceh Utara
pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti
dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara, Tuban,
Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam,
seperti Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu
kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan
kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran
Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama
Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi
sebagian besar wilayah Indonesia.11
Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota-kota
pesisir secara damai tanpa melaIui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat
10 Terjemahan Departemen Agama RI (Jakarta: Mumtaaz Media Islam, 2007). h.167.
11 Muchtar Zarkasyi, Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia. (Jakarta: Prenada Group
2009). h. 21.
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diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran
dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan
timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga
peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini
nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum
Islam tersebut yakni, dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu
wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada
seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada
seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masaIah hukum) hanya dapat
berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan
mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti
had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta ‘zir (kententuan
hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).
Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak
lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Sementara
semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga
peradilan berada dalam satu wadah penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah
Mahkamah Agung tanpa terkecuali Pengadilan Agama konsekuensinya Undang-
Undang mengenai lembaga peradilan harus direvisi sesuai dengan semangat satu atap
dunia peradilan di Indonesia tersebut.
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Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yang telah dirubah dengan UU  No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU
No.: 50 Tahun 2009.
Lembaga Peradilan Agama sesungguhnya telah ada sejak zaman
penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di
Nusantara, eksistensi lembaga peradilan baik teori maupun praktek kehidupan umat
Islam, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.12
Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 14/1970 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No. 48/2009), termasuk didalamnya menyelesaikan
perkara voluntair. Adapun tugas-tugas lain Pengadilan Agama di luar perkara adalah :
1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar
sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan
Hukum Islam (Pasal 107 Ayat (2) UU No. 7/1989, sebagaimana telah diubah
terakhir UU No. 50/2009).
2. Legalisasi Akta Keahliwarisan dibawah tangan, untuk pengambillan
Deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
12 Akhmad Nurozi, Peradilan Agama dan Kewenagan Barunya.
(http://www.academia.edu/5053889/PENGADILAN_AGAMA_DAN_KEWENANGAN_BARUNYA
_Oleh_Akhmad_Nurozi_html). h. 34.
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3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52
Ayat (1) UU. No. 7/1989 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 50/2009).
4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelasanaan
penyumpahan pegawai /pejabat yang beragama Islam. (Permenag. No.1/1989).
5. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya sepaerti penyuluhan hukum,
pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum, dan
sebagainya.13
Pada saat ini, wewenang peradilan agama makin meluas, termasuk
berbagai transaksi bisnis dan lain-lain bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan
menurut Syari’at Islam. Hal ini membawa konsekuensi tuntutan menghadirkan
peradilan agama baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota makin menjadi sebuah
kebutuhan. Selain sengketa-sengketa tradisional, hampir dapat dipastikan akan terjadi
sengketa-sengketa lain seperti Ekonomi Syari’ah. Kenyataan menunjukkan, kegiatan-
kegiatan ekonomi atas dasar Syari’at Islam seperti Bank Syari’ah makin meningkat
dari waktu kewaktu. Walaupun kegiatan tersebut didasarkan pada Syari’at Islam yang
semestinya jauh dari berbagai perselisihan, kemungkinan sengketa tidak mungkin
dihindari. Pada saat dan keadaan tertentu dapat terjadi perbedaan kepentingan, ada
pihak yang tidak dapat atau tidak mau menepati janji, atau sengaja atau tidak sengaja
13 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 1996). h. 11-12.
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melakukan perbuatan melawan hukum. Semuanya dapat menjadi sengketa hukum
yang dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, pembentukan peradilan agama tingkat
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tidaklah semata-mata untuk memenuhi ketentuan
Undang-Undang, tetapi didorong oleh kompetensi peradilan agama yang makin
meluas. Selain itu, perluasan kompetensi membawa konsekuensi baik terhadap
bentuk susunan organisasi maupun sumber daya manusia.
Kebutuhan sumber daya manusia tidak hanya penambahan jumlah akibat
berbagai pengadilan agama baru. Tidak kalah penting adalah meningkatkan mutu
agar dapat memenuhi tuntutan yang berkembang baik dalam bentuk meningkatkan
kedalaman substansi pengetahuan atas berbagai kompetensi yang telah ada maupun
untuk mengisi kompetensi baru. Tanpa kesiapan dan kehendak meningkatkan mutu
sumber daya manusia maka penyelenggaraan peradilan tidak mampu memenuhi
kebutuhan yang memberi kepuasan baik kebutuhan individual, sosial, atau publik.
Bahkan dapat lebih dari itu, pengadilan yang dibuat sebagai instrumen (baik dalam
arti sosial maupun negara) untuk memutus perkara menurut hukum secara benar dan
adil, karena ketidakmampuan sumber daya manusia justru menimbulkan persoalan-
persoalan hukum seperti ketidakpastian hukum, atau persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan fungsi-fungsi hukum lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
selain perlu pembaharuan sistem rekruitmen, diperlukan juga pembaharuan sistem
pendidikan dan pelatihan hakim-hakim agama baik yang berkaitan dengan substansi
maupun metode pelatihan. Secara Substantif, pendidikan dan pelatihan harus
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bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum. Secara metodologis pendidikan dan
pelatihan bertujuan meningkatkan keterampilan beracara maupun kemampuan
menerapkan/menemukan hukum secara tepat untuk memuaskan pencari keadilan.
Selain kedua hal tersebut, para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara
yang menjadi kompetisinya. Hal ini sesuai adagium ius curia novit, yang berarti
hakim dianggap tahu akan hukumnya.sehingga hakim tidak boleh menolak untuk
memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.
Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga
sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus
oleh seorang hakim harus dianggap benar, hal tersebut sesuai dengan adagium res
judikata pro veriate habetur. Berdasarkan hal tersebut, setiap hakim pengadilan
agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syari’ah.14
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Hukum Islam
1. Perdamaian (Ash-Shulh)
Secara bahasa, ‘Ash-Shulh‘ berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut
istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri
perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.
Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara
sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:
14 Fitriawan Sidiq, Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi
syari’ah di PA Bantul,  (Skripsi: 2013). h. 36.
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





Terjemahnya :
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.15
Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di
luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan,
penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan
perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk
menjadi penengah, dan itulah yang disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat islam
disebut dengan hakam. Sedangkan pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang
pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang
pengadilan. Selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum
mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hakim harus menganjurkan agar para pihak
yang bersengketa supaya berdamai.
Perjanjian perdamaian (Ash-Shulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua
belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik dibeberapa negara Islam,
terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan “tafawud” dan “taufiq”
15 Terjemahan Departemen Agama RI, (Jakarta: Mumtaaz Media Islam, 2007). h.1055.
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(perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir ini biasanya dipakai dalam
mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga
keuangan pemerintah.16
2. Tahkim (Arbitrase)
Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah
“takhkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim
berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.17 Secara umum,
tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini
yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih
atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang
menyelesaikan disebut dengan “hakam”. sebagaimana yang disebutkan dalam Al
Qur’an Surah An-Nisaa’ Ayat 114 :







16 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama (Jakarta : Prenada Media, 2012). h. 427-429.
17 Liwis Ma’luf, Al Munjid al Lughoh wa al-A’lam, Daar al Masyriq (Bairut:2010). h.
146.
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

Terjemahnya :
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah,
atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan
Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah,
Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.18
Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra-islam. Pada saat itu
meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang terorganisasi, setiap ada
persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya sering kali
diselesaikan melalui juru damai yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa.
Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif
penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra
Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat
perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis diantara mereka. Ada juga yang
berkembang di Madinah, tetapi lebih banyak dalam kasus-kasus yang berhubungan
dengan pertanian, sebab daerah Madinah dikenal dengan daerah agraris. Nabi
Muhammad SAW. sendiri sering menjadi mediator dalam berbagai sengketa yang
terjadi baik di Mekkah maupun di Madinah.
Ketika daerah sudah berkembang lebih luas, mediator ditunjuk dari
kalangan shahabat dan dalam menjalan tugasnya tetap berpedoman pada Al Qur’an,
Al Hadist dan Ijtihad menurut kemampuannya. Sebabnya hukum Islam
18 Terjemahan Departemen Agama RI, (Jakarta: Mumtaaz Media Islam, 2007) . h. 350.
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melembagakan Tahkim sebagai tatanan yang positif karena tahkim (arbitrase)
mengandung nilai-nilai positif dan konstruktif sebagai berikut :
a. Kedua pihak menyadari sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhormat dan
bertanggung jawab.
b. Secara suakrela mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada
orang atau lembaga yang disetujui dan dipercayainya.
c. Secara sukarela mereka akan melaksanakan putusan dari arbiter, sebagai
konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat Arbiter, kesepakatan
mengandung janji dan janji itu harus ditepati.
d. Mereka menghargai hak orang lain, sekalipun orang lain itu adalah lawannya.
e. Meraka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang
mungkin ada pada orang lain.
f. Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran
bernegara/bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri
(eigenrechting).
g. Sesungguhnya pelaksanaan tahkim/Arbitrase itu di dalamnya mengadung makna
musyawarah dan perdamaian.
Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut
huququl Ibad (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang
mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya
kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain,
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hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual
beli, sewa menyewa dan hutang piutang.
Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan
Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase)
langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu
meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian
ahli hukum di kalangan mazhab Syafi’i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis
Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat
hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian
putusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhinya
akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang
diperbolehkan oleh syari’at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah
sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan
yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.19
3. Kekuasaan Kehakiman (Wilayah Al-Qadhâ)
a. Al-Hisbah
Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk
menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak
memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga Hisbah ini tertuju
19 Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru
Peradilan Agama, dapat diakeses diwebsite
(http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20manan.pdf).
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kepada tiga hal yakni pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan
pengurangan takaran atau timbangan.  kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan
dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar,
menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga, dakwaan yang terkait
dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu
membayarnya.
b. Al-Mudzalim
Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya
akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya
sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan
yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok,
tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang
berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali Al Mudzalim atau
Al Nadlir.
Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada wilayah Al Mudzalim ini,
maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan Al Mudzalim ini haruslah
orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan
oleh hakim biasa dalam menundukkan pejabat  dalam sengketa. Seseorang yang
pengecut dan tidak berwibawa tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat yang
melakukan tugas-tugas di lingkungan Al Mudzalim. Tugas-tugas al Mudzalim pernah
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dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, namun badan ini baru berkembang pada
pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan.
c. Al Qadhâ
Menurut arti bahasa, Al-Qadhâ berarti memutuskan atau menetapkan.
Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa
untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang
dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang
berhubungan dengan masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga,
dan masalah jinayat (hal-hal yang menyangkut pidana).
Melihat ketiga wilayah kekuasaan kehakiman sebagai mana tersebut, bila
dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga
kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia.
Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah al-Mudzalim bisa dipadankan
dengan peradilan Tata Usaha Negara, wilayah al-Qadha bisa dipadankan dengan
lembaga peradilan umum dan peradilan agama. Adapun wilayah al-Hisbah secara
substansi tugasnya mirip dengan polisi, Kamtibmas, atau Satpol PP.20
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Tradisi Hukum Positif
Di Indonesia
20 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama (Jakarta : Prenada Media Group, 2012). h. 425-426.
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Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah telah
diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Mulai dari
diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 Tahun 1992
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperkuat melalui
UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, hingga diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, kiranya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa otoritas
hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, terutama di
dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum
secara yuridis formal.
Perspektif yuridis ini mengandung makna bahwa pelembagaan prinsip
syariah merupakan satu bentuk konkretisasi proses transformasi sub-sistem hukum
Islam menjadi bagian utuh sistem hukum positif nasional dan menjadi seperangkat
aturan yang secara eksklusif mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan,
yang pada gilirannya akan makin memperkuat otoritas hukum Islam dalam
operasional konsep dan sistem ekonomi syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan
otoritas hukum Islam telah mendapat delegasi secara yuridis formal pemberlakuannya
dalam tertib hukum kegiatan usaha bisnis perbankan, dan bahkan dalam kegiatan
usaha ekonomi. Dengan demikian, tafsir yuridis mengimplikasikan bahwa
penyelesaian perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah,
melalui jalur litigasi terletak pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
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Dalam konteks inilah Mahkamah Agung RI, melalui Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 2 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8
Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada peradilan agama untuk
menangani sekaligus mengeksekusi perkara ekonomi syariah sesuai dengan
kompetensi yang diberikan kepadanya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.
8 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas
atau akibat tidak atau melawan putusan Basyarnas. Sedangkan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 berisi mengenai pedoman dalam kelancaran
penyelenggaraan peradilan berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
dalam rangka memperlancar penerapan dan penegakan hukum sesuai deangan
ketentuan PBS.
Ketentuan hukum formal yang mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi
syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positivisasi
oleh negara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebagai konsekuensi logis dari
koherensi Al-Qur’an dan Sunah sebagai satu bentuk konsistensi prinsip Ketuhanan
Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa, sistem
ekonomi syariah sebagai bagian utuh dalam totalitas sistem hukum ekonomi
Indonesia kontemporer, sumber hukum dasarnya secara legal formal mencakup
Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai
sumber hukum dasar, dan UUD 1945, merupakan sumber hukum dasar tertulis dan
sistem ekonomi sebagai satu sub-sistem hukum muamalah Islam yang didasarkan
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pada ketentuan normatif Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum fundamental
yang utama dan pertama, pada hakikatnya merupakan konsistensi dan perwujudan
nyata dari hakikat “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sumber hukum
dasar tertulis sebagai sandaran ekonomi syariah paling utama dan pertama dalam
sistem hukum Indonesia kontemporer adalah ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Adapun
sandaran sumber hukum tertulis paling utama dan pertama dalam konteks sistem
hukum ekonomi saat ini, tentu saja ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, dengan segala
produk peraturan pelaksanaannya berupa PP, PBI atau KBI dan lain sebagainya.
Sandaran sumber hukum tertulis berupa PBI atau KBI ini, selain didasarkan pada
ketentuan langsung UU No. 10 Tahun 1998, juga telah diperkuat oleh ketentuan Pasal
4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Sedangkan sumber hukum tertulis dalam
bentuk produk PP yang berlaku sebelum diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998,
dan secara langsung menjadi sandaran sistem operasional kegiatan usaha bank
berdasarkan prinsip syariah, antara lain berupa PP No. 72 Tahun 1992. Selain itu,
tentu saja segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber
hukum tertulis, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan
operasional kegiatan usaha ekonomi, juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi
sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
hukum syariah Islam. Dalam hal ini, fatwa DSN dapat dikategorikan sebagai sumber
yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tertulis.21
21 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi
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E. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah
1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)
Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili
sengketa ekonomi syari’ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada
lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum
adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura,
Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) untuk luar Jawa Madura. Kedua
aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-
hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama.
Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga
Bugerlijke Wetbook Voor Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat
dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993.
Juga diberlakukan Wetbook Van Koophandel (Wv.K) yang diberlakukan
berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258,
272, 273, 274 dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum
Acara yang diatur dalam Failissements Verordering (Aturan Kepailitan) sebagaimana
Syariah, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).  h. 23.
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yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam
praktek Peradilan Indonesia.22
2. Sumber Hukum Materil
a. Nash Al Qur’an
Dalam Al Qur’an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi
berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai
masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi Al Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada
21 ayat yaitu Al Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An Nisa’ ayat 5 dan 32, Hud ayat 61
dan 116, Al Isra’ ayat 27, An Nur ayat 33, Al Jatsiah ayat 13, Ad Dzariyah ayat 19,
An Najm ayat 31, Al Hadid ayat 7, Al Hasyr ayat 7, Al Jumu’ah ayat 10, Al Ma’arif
ayat 24 dan 25, Al Ma’un ayat 1, 2 dan 3.
Di samping ayat-ayat tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi ayat-
ayat Al Qur’an yang membahas tentang masalah ekonomi dan keuangan baik secara
mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan
pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang
dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
b. Nash Al Hadits
22 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama (Jakarta : Prenada Media Group, 2012). h. 427-428.
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Melihat kepada kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits
dapat diketahui bahwa banyak sekali Hadits Rasulullah SAW yang berkaitan
langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu
mempergunakan Al Hadits sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa
ekonomi Syari’ah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang.
Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam
beberapa kitab Hadits sebagai berikut, Sahih Buchari, Al Buyu’ ada 82 Hadits, Ijarah
ada 24 Hadits, As Salam ada 10 Hadits, Al Hawalah ada 9 Hadits, Al Wakalah 17
Hadits, Al Muzara’ah 28 Hadits dan Al Musaqat 29 Hadits, Sahih Muslim ada 115
Hadits dalam al Buyu’, Sahih Ibn Hiban, tentang al Buyu’ ada 141 Al Hadits, tentang
al Ijarah ada 38 al Hadits, Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 al Hadits tentang berbagai
hal yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan, Sunan Abu Daud ada 290 al
Hadits dalam kitab al Buyu’, Sunan Al Tarmizi ada 117 al Hadits di dalam kitab al
Buyu’, Sunan al Nasa’i ada 254 al Hadits di dalam kitab al Buyu’, Sunan Ibn Majah
ada 170 al Hadits di dalam kitab al Tijarah, dan Sunan al Darimi terdapat 94 al Hadits
dalam al Buyu’.
Angka-angka yang tersebut dalam kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang
berdiri sendiri, sebab banyak sekali nash Al Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab
tersebut bunyi dan sanadnya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan
Al Hadits sebagai sumber hukum ekonoi syari’ah.
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Di samping sumber hukum ekonomi syari’ah yang terdapat di dalam kitab-
kitab Al Hadits di atas, masih banyak lagi Al Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab
lain seperti Sunan al Daruquthni, Sahih Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad, Musnad
Abu Ya’la al Musili, Musnad Abu  ‘Awanah, Musnad Abu Daud al Tayalisi, Musnad
al Bazzar, dan masih banyak lagi yang semuanya merupakan sumber hukum ekonomi
syari’ah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di Peradilan
Agama.23
23 Zainuddin Ali, Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika,
2007). h. 58-59.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Sebagaimana layaknya suatu penelitian ilmiah, maka penelitian tersebut
memiliki objek yang jelas untuk mendapatkan data yang otentik, teknik pengumpulan
data dan analisis data yang akurat. Untuk itu dalam skripsi ini peneliti menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, manusia
serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, dan mengandalkan analisis
deduktif. Selain itu, penelitian jenis ini juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada
usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari
pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk
memeriksa keabsahan data. Rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil
penelitiannya disepakati kedua pihak, yakni obyek penelitian dan subyek penelitian.
B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah
pendekatan struktur organisasi. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan
kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan
keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan.
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C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan
data, yaitu:
1. Library Research (Riset Kepustakaan), yaitu dengan mengumpulkan data yang
diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau
dokumen-dokumen perusahaan maupun literature-literatur yang terkait dengan
penelitian.
2. Field Research, yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, dengan
menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/ fenomena/
objek yang akan diteliti.
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengamatan ini
dilakukan dengan cara observasi partisipan, dengan menggunakan alat bantu seperti
alat tulis menulis, dan sebagainya.
b. Metode Wawancara
Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap
mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai
informasi penting tentang suatu objek).
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Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk
mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada
orang yang dapat memberikan keterangan. Teknik ini memberikan data sekunder dan
data primer yang akan mendukung penelitian.
Adapun subyek yang sebagai narasumber atau informan di Pengadilan
Agama Sungguminasa Gowa untuk dijadikan hasil laporan nantinya yaitu 2 orang
Hakim dan 1 orang Panitera Muda Hukum.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis
terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam
penelitian.1
D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data
Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya
harus menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif
dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari
wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara
1 Abu Achmad dan Narbuko Cholid, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h.
70.
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berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju
ke hal-hal yang umum.
E. Instrumen Penelitian
Instumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh
peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut
menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen penelitian yang
digunakan peneliti untuk menggumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan objek
yang akan diteliti adalah pedoman wawancara (Interview Guided) kemudian
didukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (Tape Recorder) dan alat
dokumen.
F. Waktu Dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian yang direncanakan setelah seminar proposal dan setelah
mendapatkan persetujuan dari pembimbing yang bersangkutan.
2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan judul yakni di
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.
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BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian
1. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut
Somba atau Raja. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II,
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran
Negara RI No. 1822).
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama Andi Ijo Dg. Mattawang
Karaeng Lalowang yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke
XXXVI).
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut Qadli. Meskipun demikian tidak
semua somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat
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kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun
temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun
1956.
2. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan
imam pada shalat I’ed.
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3
Desember 1966, maka Pengadilan Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama
Sungguminasa yang waktu itu disebut Pengadilan Mahkamah Syariah Sungguminasa
ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dipimpin oleh
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu K.H. Muhammad Saleh Thaha dan
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menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan
yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.1
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa
Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan
Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun
2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah
Agung RI.
a. Kondisi Geografis
1) Letak astronomi kantor Pengadilan Agama Sungguminasa : 5°11'55.6" LS -
119°27'11.3" BT.
2) Batas-batas kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kecamatan Somba Opu :
- Sebelah Utara : Kota Makassar.
- Sebelah Selatan:Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu.
- Sebelah Timur : Kecamatan Pattalassang.
- Sebelah Barat : Kecamatan Pallangga.
3) Ketinggian daerah berada pada 25 meter di atas permukaan laut.
4) Kota Sungguminasa beriklim tropis.
1 Pengadilan Agama Sunggumina Gowa, (http://pa-sungguminasa.go.id/index.php/profil-
pengadilan/58-sejarah).
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b. Kondisi Demografis
Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak
617.317 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2. Adapun
Laki-laki berjumlah 305.202 jiwa (49,4%) dan Perempuan berjumlah 312.115 jiwa
(50.6%).
B. Langkah kesiapan lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam
menyambut kewenangan baru tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah
Untuk melaksanakan peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa
ekonomi syariah sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama
sesuai Pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah
diperlukan kesiapan dalam 3 (tiga) aspek.
1. Aspek hukum materiil
Belum semua bidang kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 49 memiliki hukum materil yang berbentuk peraturan
perundang-undangan.  Di bidang ekonomi syariah, khusus bank syariah, peraturan
perundang-undangan yang mengatur bank syariah adalah yang berkenaan dengan
keberadaan bank syariah. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan
Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip
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syariah telah memperkuat keberadaan bank syariah dan menjadi landasan hukum bagi
perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking
system yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara
paralel. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah adalah pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang
memuat hukum materiil tengah dipersiapkan dan menjadi prioritas Program Legislasi
Nasional 2006.
Lembaga Keuangan Mikro Syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah,
reksadana syariah, obligasi syariah dan lainnya sebagaimana dalam Penjelasan Pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memiliki payung hukum Peraturan
Perundang-undangan tersendiri. Demikian pula keadaan hukum materiilnya.
Eksistensi yuridis asuransi syariah akan diatur dalam perubahan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Demikian pula masalah
dana pensiun akan diatur dalam perubahan Undang-Undang tentang Dana Pensiun.
Meskipun hukum materil dalam bentuk peraturan perundang-undangan belum ada,
namun berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
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mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.2
2. Aspek Sumber Daya Manusia
Pengadilan agama yang merupakan salah satu wadah penyelesaian secara
litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004.
Sebagai suatu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama memiliki
tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan  bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang
dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk orang tua atau badan hukum yang
menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang
menjadi kewenangan peradilan agama.
Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 yang
menegaskan kewenangan baru peradilan agama yakni bidang ekonomi syariah yang
meliputi sebelas sektor ekonomi syariah, diharapkan optimalisasi peradilan agama
dalam merancang kesiapannya.
Sultan mengatakan, Peradilan Agama sudah dianggap telah siap menangani
perkara ekonomi syariah yang ada. Dilihat dari segi aparaturnya yang mana
tiap tahun mengikuti pendidikan serta pelatihan dan juga sebagai hakim
harus selalu siap menjalankan kewenangan yang telah diberikan dan
dituntut bekerja secara professional sesuai lingkup pekerjaannya. Hakim
dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk
2 Bagir Manan, Kewenangan Baru Peradilan Agama, Mutu SDM, Etika Profesi Hakim
Serta Penyakit Di Tubuh Peradilan, dapat diakses melalui website
(http://www.badilag.net/data/PIDATO/KEWENANGAN%20BARU%20PERADILAN%20AGAMA_
11%20Apr%2006.pdf).
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memeriksa perkara dengan alasan dalih hukumnya tidak ada atau kurang
jelas.3
Adapun kesiapan-kesiapan yang dilakukan peradilan agama Sungguminasa
dalam menangani perkara ekonomi syariah adalah sebagai berikut :
a. Pendidikan dan Pelatihan tiap tahun guna mendapatkan sertifikasi dalam
rangka penunjukan majelis khusus bidang ekonomi syariah.
b. Sosialisasi kepada para pencari keadilan mengenai kewenangan baru
peradilan agama di bidang ekonomi syariah.
c. Mempelajari peradilan agama di daerah Jawa yang mana telah banyak
menerima perkara ekonomi syariah.4
Kesiapan diatas merupakan bagian dari perjuangan peradilan agama yang
berusaha mengoptimalkan kemampuannya dalam menangani perkara ekonomi
syariah. Hal tersebut juga diperjuangkan oleh legislator yang berada di DPR, mereka
menyadari bahwa perkara ini memang harus menjadi kewenangan peradilan agama
yang mana menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah. Jadi payung hukum
ekonomi syariah yang telah dianggap memadai itu harus sebanding dengan perangkat
hukumnya yang mana disini adalah aparat hukumnya. Hakim, panitera, dan semua
yang berkecimpung dalam dunia peradilan diharapkan dapat membantu mewujudkan
sebuah peradilan agama yang optimal dalam menyelesaikan sebuah perkara demi
keadilan masyarakat.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
3 Sultan, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara oleh penulis di Gowa, 14
Agustus 2014 pukul 09.20 WITA.
4 Rusiah, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara oleh penulis di Gowa, 14
Agustus 2014 pukul 10.15 WITA.
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Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung
peningkatan kinerja Pengadilan Agama dalam menangani perkara/sengketa ekonomi
syariah adalah tersedianya perpustakaan di lingkungan peradilan. Perpustakaan ini
menyediakan informasi dan literatur hukum yang dapat digunakan para hakim dan
staf pendukung lainnya.
Perpustakaan sangat diperlukan mengingat perkembangan bidang hukum
ekonomi syariah semakin meluas dan meningkat. Peralatan untuk mengakses
informasi secara cepat melalui internet di perpustakaan merupakan kebutuhan yang
tidak dapat diabaikan pula.5
C. Prosedur Formal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan
Agama Sungguminasa Gowa
Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah hakim wajib
mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini bersumber dari ketentuan
pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan
bahwa :
1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup
kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara
perdamaian.6
5 Zulkarnain Harahap, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaiakan Perkara
Ekonomi Syariah, dapat diakses pada (http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1622_MU110110032.pdf).
6 Kementerian RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
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Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara-
perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara
ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan tersebut tidak punya
pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak mengadili perkara
yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena ia
justru yang dianggap tahu hukum.
Ekonomi syari’ah merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam
lingkup peradilan agama. Ekonomi syari’ah berdasar pada pasal 49 Undang-Undang
RI Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu bagian dari perkara perdata Islam
yang meliputi 11 bidang usaha. Adapun prosedur penyelesaian perkara sengketa
ekonomi syari’ah yaitu penggugat melakukan pendaftaran gugatan secara tertulis atau
lisan kepada Pengadilan Agama berdasarkan pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Setelah
gugatan didaftar penggugat di pengadilan agama, maka ketua pengadilan akan
menunjuk majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut. Setelah gugatan di
daftar penggugat di pengadilan agama, maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan
perkara dalam persidangan. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara
yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara
tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal yang
senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna
menentukan arah jalannya pemeriksaaan perkara tersebut dalam proses persidangan
nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang
ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan
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dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah ada beberapa hal
penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai.
Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu tersebut antara lain
yaitu:
a. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung
klausula arbitrase.
Inilah hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu
sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ekonomi syariah yang diajukan ke
pengadilan agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara ekonomi syariah
yang ditangani tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang didalamnya terdapat
klausula arbitrase.
Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk
sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain
dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili
perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara
pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan
sudah diputus. Padahal seperti telah dibahas dalam bab terdahulu, kewenangan
absolut lingkungan peradilan tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang
didalamnya terdapat klausula arbitrase. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk
diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara
tersebut berjalan lebih jauh. Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum
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mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika perkara tersebut ternyata merupakan
sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim
melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian kerena jelas perkara tersebut
tidak termasuk wewenang absolut lingkungan peradilan agama. Termasuk dalam hal
mengupayakan perdamaiannya, pengadilan agama tidak berwenang. Untuk
mengetahui apakah perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang
mengandung klausula arbitrase atau bukan baca terlebih dahulu secara cermat
perjanjian atau akad (agreement/contract) tertulis yang mereka buat dan mereka
sepakati sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Jika
dalam perjanjian atau akad tersebut klausula yang pada prinsipnya menyatakan
bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (disputes) diantara mereka mengenai
perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui suatu badan arbitrase yang
telah mereka tentukan, berarti perjanjian tersebut jelas mengandung apa yang
dinamakan dengan klausula arbitrase. Dengan demikian jelas secara absolute
lingkungan peradilan agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Bahkan
para pihak itu sendiri, menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor
30 Tahun 1999, tidak dibenarkan lagi mengajukan perkara semacam itu ke
pengadilan. Penyelesaian perkara tersebut menjadi kewenangan absolut forum
arbitrase itu sendiri.
Adapun sikap yang tepat bagi pengadilan agama, jika perkara tersebut
merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase sebelum
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memeriksanya lebih jauh adalah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan
hukum yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut. Setelah dipastikan bahwa perkara tersebut bukan
merupakan sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase barulah
tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah menyelesaikan perkara
tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian
proses penyelesaian perkara tersebut akan dilanjutkan dengan mengupayakan
perdamaian bagi para pihak.7
b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para
pihak
Seperti diketahui setiap perkara di bidang ekonomi syariah khususnya
bidang perbankan syariah tidak akan terlepas dari sengketa yang terjadi antara pihak
bank syariah dengan nasabahnya mengenai suatu kerja sama atau kegiatan usaha yang
dilakukan para pihak itu sendiri. Sedangkan setiap kerja sama atau kegiatan usaha apa
saja yang dilakukan tersebut, senantiasa mempunyai atau didasari dengan suatu
perjanjian atau akad (agreement) yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya oleh
para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan dalam hal ini tidak lain
harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi
sengketa antar para pihak tersebut. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini
7 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003). h. 146.
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adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam
memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum
perjanjian. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik
yang diatur dalam KUH Perdata dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 yang
disebut dengan perjanjian nominaat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur
dalam KUH Perdata, seperti kontrak production sharing, kontrak joint venture,
kontrak karya, leasing, beli sewa, dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian
innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam
praktik kehidupan masyarakat.
Inilah paling tidak dasar hukum perjanjian yang harus dijadikan acuan dan
harus betul-betul dipahami dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut
dalam rangka menyelesailan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama.8
Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu
saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam baik
yang diatur dalam Al-Qur’an, As-Sunah atau fatwa ulama di bidang tersebut. Dengan
perkataan lain dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata
dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka
hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai
menurut hukum perjanjian dalam Islam. Selanjutnya dilakukanlah langkah-langkah
8 Salim, Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, ( Jakarta: Sinar Grafika,
2006). h. 7.
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pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana Panitera Muda Hukum, Kafrawi
mengatakan :
1) Meja I, yaitu :
a) Menerima surat gugatan, permohonan, permohonan verzet, pernyataan
banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, dan eksekusi.
b) Menerima penaksiran biaya perkara,
c) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap tiga.
d) Menyerahkan SKUM kepada penggugat atau pemohon.
2) Kas, yaitu:
a) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dari pihak
calon penggugat atau pihak-pihak pemohon berdasarkan SKUM.
b) Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara (PBP) dari pihak
calon penggugat.
c) Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon
penggugat atau calon pemohon setelah dibubuhi cap tanda lunas.
d) Menyerahkan biaya perkara yang diterimanya kepada bendaharawan
perkara.
3) Meja II, yaitu :
a) Menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak
jumlah tergugat ditambah sekurang-kurangnya 4 (empat) rangkap untuk
keperluan masing-masing hakim.
b) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon.
c) Mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register
yang bersangkutan, serta pemberian nomor register pada surat gugatan
atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada
penggugat/pemohon.
d) Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang
telah diberi nomor register kepada penggugat/pemohon.
e) Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam map khusus dengan
melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang
berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada wakil
panitera.
4) Meja III, yaitu :
a) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/PTA/MA kepada yang
berkepentingan.
b) Menyerahkan salinan penetapan pengadilan agama kepada yang
berkepentingan.
c) Menerima memori banding, memori kasasi, jawaban/tantangan
peninjauan kembali.
d) Menyusun dan mempersiapkan berkas.
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e) Terhadap putusan yang dimohonkan banding, berkas perkara dijahit dan
disusun. Bundel A (arsip pengadilan agama) dan bundel B (arsip
pengadilan tinggi agama).9
Dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah, pada saat sidang pertama
sebelum pembacaan gugatan, jika penggugat dan tergugat hadir, kedua belah pihak
diwajibkan untuk melakukan mediasi. Sudah menjadi asas dalam hukum acara
perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini
mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang
diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak
berpekara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah
sesuatu yang imperatif. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah
pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi
hukum.10 Ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam rangka mengupayakan
perdamaian melalui mediasi menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 1 Tahun 2008 :11
1) Memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi
Inilah tindakan yang pertama-tama hatus dilakukan hakim dalam
mengupayakan perdamaian menurut ketentuan PERMA setelah upaya damai yang
dilakukan atas dasar pasal 154 R.Bg/130 HIR tidak berhasil, yakni memerintahkan
9 Kafrawi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara oleh
penulis di Gowa, 15 Agustus 2014 Pukul 09.30.
10 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar, 1996). h. 12.
11 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Mediasi.
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para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Dari ketentuan pasal tersebut
paling tidak ada tiga hal yang perlu dipahami berkaitan dengan perintah hakim
tersebut,yaitu pertama, perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi harus
disampaikan pada hari sidang pertama. Kedua, syarat menyampaikan perintah
tersebut kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan. Hal ini tentu saja mudah
dipahami karena mediasi tidak mungkin dilakukan kalau yang hadir di persidangan
hanya sepihak. Mediasi hanya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak berperkara
sama-sama hadir di persidangan. Ketiga, perintah hakim agar para pihak menempuh
mediasi bersifat imperatif (wajib). Hal ini berbeda dengan upaya mendamaikan yang
dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR diatas, yang
cenderung bersifat anjuran dan sukarela (voluntair). Perintah hakim agar para pihak
menempuh mediasi seperti digariskan pasal 7 ayat 1 PERMA tersebut bersifat wajib.
Dengan demikian, dalam hal ini para pihak tidak punya pilihan selain harus
menempuh proses terlebih dahulu dengan bantuan mediator sebagaimana yang
diperintahkan hakim.
2) Menunda proses persidangan perkara
Tindakan selanjutnya yang harus disampaikan hakim pada hari sidang
pertama itu juga menurut ketentuan pasal 7 ayat 5 PERMA adalah menunda proses
persidangan perkara. Penundaan proses persidangan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada para pihak menempu proses mediasi.
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3) Memberi penjelasan tentang prosedur mediasi
Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim pada hari sidang
pertama tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 6 PERMA adalah memberikan
penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi.
Adapun prosedur mediasi yang harus dijelaskan hakim kepada para pihak
adalah meliputi tindakan-tindakan yang harus dilakukan para pihak itu sendiri baik
pada tahap pramediasi maupun tahap-tahap proses mediasi sebagaimana diatur dalam
bab II, bab II, bab III, dan bab IV PERMA tersebut.
4) Mediasi mencapai kesepakatan
Menurut ketentuan pasal 1 ayat 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),
apabila mediasi ternyata menghasilkan kesepakatan, maka ada beberapa hal yang
harus dilakukan oleh para pihak, yaitu :
(a) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secra tertulis kesepakatan
yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.
(b)Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib
menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
(c) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah
ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
(d)Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
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(e) Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klasula pencabutan gugatan atau
klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
5) Melanjutkan pemeriksaan perkara apabila mediasi gagal
Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan atau mengalami kegagalan
maka tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini mengacu pada ketentuan pasal 18
ayat 1 dan ayat 2 PERMA, sesuai dengan ketentuan tersebut apabila para pihak
hingga batas waktu maksimal 40 hari kerja terhitung sejak mediator dipilih oleh para
pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis, ternyata tidak mampu menghasilkan
kesepakatan, termasuk dalam hal ini apabila salah satu atau para pihak tidak
mematuhi perintah mediasi seperti digariskan pasal 14 ayat 1, maka mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa poses mediasi telah gagal dan memberitahukan
kegagalan tersebut kepada hakim.
Mengenai tindakan yang harus dilakukan hakim setelah menerima
pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut adalah melanjutkan
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (litigasi).
Seperti telah diketahui, bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah di
lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara
perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah
upaya damai ternyata tidak berhasil maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan
perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata
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dimaksud. Dengan demikian dalam hal ini proses pemeriksaan perkara tersebut akan
berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perkara perdata di
pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan
penggugat,lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan
jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari
pihak tergugat.
Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai,lalu persidangan
dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak
berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil
yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan
bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang
merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.12
12 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005).  h. 239.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Langkah kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyambut
kewenangan baru tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah yaitu Peradilan
Agama Sungguminasa telah dianggap siap menangani perkara ekonomi syariah
mengingat payung hukum yang telah memadai dan pendidikan pelatihan
ekonomi syariah telah menambah percaya diri para hakim dalam menyambut
perkara ekonomi syariah.
2. Prosedur formal penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa yaitu Prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah di
Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dilakukan berdasarkan hukum positif
Indonesia atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata
sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan aparatur
Peradilan Agama harus membenahi dan bersiap diri dalam
mengimplementasikan amanah undang-undang dan peraturan lain yang
berkenaan dengan ekonomi syari’ah.
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B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah :
1. Langkah Kesiapan Lembaga Peradilan dalam menyambut kewenangan baru
tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah :
a. Diharapkan kepada para hakim pengadilan agama Sungguminasa agar lebih
mempelajari Undang-Undang tentang ekonomi syariah, agar tidak hanya
mengetahui regulasi bidang perkawinan, wakaf, dan waris saja akan tetapi dapat
menguasai di bidang perbankan atau ekonomi syariah.
b. Diharapkan bagi peradilan agama secara umum, agar secepatnya melakukan
finalisasi terhadap draft hukum acara ekonomi syariah agar para hakim
mempunyai pedoman terhadap hukum formil ekonomi syariah yang mana hukum
formil tersebut mempunyai peranan penting dalam dunia hukum.
2. Prosedur formal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama
yaitu diharapkan Pengadilan tidak menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor
4 Tahun 2004.
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